
 

 

 
 

 
 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 33 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

STANDAR SATUAN HARGA PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH 

KOTA PANGKALPINANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis 
Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD 

menyusun RBA mengacu pada Renstra; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Standar Satuan Harga Pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang; 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor  

5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 

Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 



tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 
 

3. Undang-Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

 
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

14. Peraturan Presiden Nomor 77  Tahun 2015 tentang 
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79  Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
 

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); 

 

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri 
E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun  
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 
Nomor 10); 

 
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Sakit Daerah Dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang 

(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 
57). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah 

Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang 
Tahun 2017 Nomor 63); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

      Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat tanpa  mengutamakan mendapatkan 

keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah 

Kota Pangkalpinang. 

6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggung 

jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas 

pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. 

7. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan 

oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan 

Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan 

Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan oleh 

Rumah Sakit kepada masyarakat. 

9. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran 

tahunan yang berisikan program, kegiatan, target kinerja 

dan anggaran RSUD. 

 



 BAB II 

  STANDAR SATUAN HARGA 

 

 Pasal 2 

 

Standar Satuan Harga BLUD adalah harga satuan setiap unit 

barang/jasa yang berlaku dalam rangka penggunaan anggaran 
yang bersumber dari pendapatan BLUD. 

 

       Pasal 3 

 

Tujuan dari penyusunan Standar Satuan Harga pada Badan 

Layanan Umum Daerah UPTD RSUD Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang adalah: 

a. Sebagai acuan untuk batasan tertinggi atau estimasi; 

b. Pedoman RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam 

menyusun RBA; dan 

c. RBA yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah RBA 

Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran berikutnya.  

 

    Pasal 4 

  

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD. 

 

       BAB III 

      KETENTUAN PENUTUP 

 

       Pasal 5 

 

     Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: 

a. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Standar Biaya Khusus Pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2014 Nomor 09); 

b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Khusus Pada 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 52); 

c. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Biaya 

Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 17); 



d. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota 

Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Biaya 

Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 27); 

e. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota 

Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Biaya 

Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 32); 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

dan berlaku terhitung sejak bulan Januari 2020. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.  

 

  Ditetapkan di  Pangkalpinang   

                             pada tanggal 15 Mei 2020                  
 

      WALIKOTA PANGKALPINANG, 

           dto 

 

               MAULAN AKLIL 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada  tanggal 15 Mei 2020          
 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG, 

 
           dto 

 
RADMIDA DAWAM 

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 33 

 
 

 


